
 

 

BUPATI MADIUN 

PROPINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR   14    TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  

PADA PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA UMBUL  

KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

Menimbang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat      : 

a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 

Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten 

Madiun, diperlukan peran serta Pemerintah Daerah 

untuk mewujudkan Perusahaan Daerah yang 

berkualitas dalam memberikan pelayanan di bidang 

kepariwisataan dan Lembaga Konservasi; 

bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu 

melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan 

Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten  Madiun; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Obyek 

Wisata Umbul Kabupaten Madiun; 

 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4279); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4609); 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 

tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 

Perusahaan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 

tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 

1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik 

Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 

Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan 

Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2004 Nomor 8/E); 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata 

Umbul Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2004 Nomor 2 Seri D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN  MADIUN 

dan 

BUPATI MADIUN 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH 

OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN. 
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 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul yang 

selanjutnya disebut PD. Obyek Wisata Umbul adalah 

Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Madiun 

yang mempunyai usaha bidang pelayanan 

kepariwisataan dan Lembaga Konservasi. 

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut     

pengelolaan adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 

barang milik daerah. 

6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum 

dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang 

dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, 

mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas 

dan hak-hak lainnya. 

7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah 

pada PD.Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun. 

8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya 

untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun 

yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan tentang 

APBD. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka 

peningkatan pelayanan di bidang kepariwisataan dan 

Lembaga Konservasi. 

 

Pasal 3 

Penyertaan Modal Daerah pada PD. Obyek Wisata Umbul 

Kabupaten Madiun bertujuan untuk peningkatan pelayanan 

serta perluasan prasarana dan sarana Obyek Wisata Umbul  

Kabupaten Madiun. 

 

BAB III 

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH 

 

Pasal 4 

(1) Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam 

bentuk uang dan/atau barang milik daerah berupa 

sarana obyek wisata yang dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

BAB IV 

JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL 

 

Pasal 5 

(1) Penyertaan modal daerah PD. Obyek Wisata Umbul 

ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar 

Rupiah). 

(2) Penyertaan modal daerah yang sudah disetor pada      

PD. Obyek Wisata Umbul sampai dengan Tahun 2015 

sebesar Rp.12.531.083.000,00 (dua belas miliar 

limaratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu 

rupiah) terdiri dari : 
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a. Aktiva Lancar sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima 

ratus juta rupiah), dan 

b. Aktiva tetap sebesar Rp.12.031.083.000,00 (dua 

belas milyar tiga puluh satu juta delapan puluh tiga 

rupiah). 

(3) Sisa dari penyertaan modal daerah pada PD. Obyek 

Wisata Umbul sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam 

Milyar Rupiah) akan dipenuhi sesuai kemampuan 

keuangan daerah dari Tahun 2017 sampai dengan 

Tahun 2022. 

 
Pasal 6 

Sumber dana Penyertaan Modal berasal dari APBD 

Kabupaten Madiun. 

 

BAB V 

PENGELOLA KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 7 

Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah 

dilaksanakan oleh PD. Obyek Wisata Umbul sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

 

Direktur menyampaikan pelaporan dengan perhitungan 

ekuitas dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal 

secara periodik kepada Bupati sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang–undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 9 

Semua penyertaan Modal Daerah pada PD. Obyek Wisata 

Umbul Kabupatan Madiun yang telah ada sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelola, pembinaan 

dan pengawasannya tetap dilaksanakan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang–undangan yang berlaku sampai 

diundangkannya Peraturan Daerah ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun. 

 

Ditetapkan di Madiun 

Pada tanggal 7 Nopember 2016 

BUPATI MADIUN, 

       

         ttd 

MUHTAROM 

 

Diundangkan di Madiun 
Pada tanggal 28 Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN 

 
ttd 

 

Ir. TONTRO PAHLAWANTO 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19651110 199208 1 001 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 16 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 
439-14/2016 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

ttd 

WIDODO,SH,M.Si. 
Pembina Tk. I 

NIP. 19611215 198903 1 006 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR  14 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN 

DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN 

 

I.   PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian Kabupaten Madiun dan untuk 

meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan kepada masyarakat dan 

keberlangsungan Lembaga Konservasi diperlukan Penambahan Modal 

melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah 

Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun. 

Tujuan dilakukannya usaha–usaha penyertaan modal adalah 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap 

memperhatikan, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 

daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. 

Penetapan penambahan penyertaan modal daerah tersebut perlu 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Obyek 

Wisata Umbul Kabupaten Madiun. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

 Ayat (1)  

Cukup Jelas. 

 Ayat (2)  

Cukup Jelas. 
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Pasal 5 

Ayat (1) 

 Cukup Jelas. 

Ayat (2)  

Cukup Jelas. 

Ayat (3)  

Cukup Jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

 

 


